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ABSTRAK
Penelitian ini dibuat untuk menganalisis tingkat efektivitas pelayanan publik pada bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta dan juga mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam berjalannya pelayanan perizinan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data primer seperti wawancara dan data sekunder menggunakan buku literatur juga arsip data, dimana saat pengambilan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi dengan jumlah informan sebanyak sembilan orang terdiri dari 3 petugas pelayanan perizinan dan 6 masyarakat.                    Pada penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pelayanan publik bidang administasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sudah cukup baik namun belum cukup efektif karena pada indikator efisiensi terlihat belum optimal, juga masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi seperti estimasi waktu proses pengajuan ijin yang lama, komunikasi yang kurang untuk pengingat jika masa sewa sudah akan habis, dan saat melakukan tanda tangan untuk ijin harus datang ke kantor secara langsung.
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ABSTRACT
This study was conducted to analyze the level of effectiveness of public services in the field of licensing administration at the Surakarta Regional Road Management Center and also to find out what obstacles are faced in the implementation of licensing services to the community. This research method uses a qualitative descriptive approach, using primary data such as interviews and secondary data using literature books and data archives, where when data collection using interview techniques, documentation and observation with a total of nine informants consisting of 3 licensing service officers and 6 members of the public. In this study, it is known that the effectiveness of public services in the field of licensing administration at the Surakarta Regional Road Management Center is quite good but not yet effective because the efficiency indicator is not optimal, there are also still several obstacles faced such as the long estimated time for the permit application process, lack of communication for reminders when the lease period is about to expire, and when signing for a permit must come to the office in person.
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Seiring berkembangnya zaman tentu memberikan perubahan dalam aktivitas kegiatan masyarakat, seperti pelayanan publik yang mencakup banyak aspek penting dalam kehidupan sehingga tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan menjadi perhatian yang harus dipenuhi pemerintah sebagai timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dijalankan masyarakat, maka pemenuhan pelayanan publik menjadi tugas pokok pemerintah, pelayanan publik menjadi isu sensitif hingga saat ini karena menyangkut integritas antar pemerintah dan masyarakat, dengan pentingnya pelayanan publik dalam hubungan suatu negara dengan masyarakat, pemerintah harus dekat dengan masyarakat untuk menjamin pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan harus dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan harus selalu bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik dan mengoptimalkan pemenuhan hak masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas (Rizali, 2013).

Menurut Nurmasari dalam (Aris dkk., 2021) menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih saja menimbulkan permasalahan dalam birokrasi, hal tersebut memiliki banyak faktor dan ragam yang membuat momok di masyarakat luas, beberapa ketidakpuasan terkait pelayanan publik seperti ruang publik dibatasi maupun keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi. Tak hanya sebuah aktivitas, namun pelayanan publik selalu berkaitan dengan pemenuhan hak individu, pelayanan publik menjadi hak asasi milik setiap warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah, setiap individu berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan adil sesuai kebutuhannya (Asti dkk., 2020). Enceng dalam (Luh dkk., 2016) mengatakan jika pelayanan terus diperbaiki hingga dapat berjalan dengan baik, nantinya masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan publik sehingga tidak ada keraguan kemudian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah .

Terdapat beberapa klasifikasi pelayanan publik, salah satunya pelayanan administrasi perizinan. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta selaku instansi pemerintah memiliki fungsi salah satunya bertanggung jawab atas administrasi perizinan, dalam penerapannya mengacu kepada Perda No 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi berbagai macam jenis perizinan seperti perizinan pendirian bangunan, perizinan pemasangan reklame, perizinan pembuatan umkm, perizinan penanaman tiang kabel optic, dan perizinan akses jalan masuk di dalam wilayah mereka. Wilayah mereka meliputi beberapa lokasi di area Karesidenan Surakarta, dalam praktek di lapangan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta masih memiliki beberapa kendala dalam pelayanan seperti proses perizinan yang lama dalam beberapa momen maupun kurangnya komunikasi antara petugas dengan masyarakat.















Tabel 1
Data jumlah pengajuan ijin pada wilayah Balai Pengelolaan
Jalan Wilayah Surakarta Tahun 2022
Sumber : Arsip BPJ Wil Surakarta
	Jenis Perizinan
	Karanganyar
	Wonogiri
	Boyolali
	Sukoharjo
	Klaten
	Surakarta
	Total

	Tempat usaha kecil
	35
	2
	1
	-
	-
	-
	38

	Tiang kabel udara
	1
	3
	4
	2
	-
	4
	14

	Akses jalan masuk
	10
	9
	2
	6
	-
	-
	27

	Pipa
	2
	1
	2
	-
	1
	-
	6

	Reklame
	31
	38
	11
	34
	14
	4
	134

	Rumah semi permanen
	-
	-
	2
	1
	5
	-
	8

	
	
	
	
	
	
	
	227



Tabel diatas berisi daftar jumlah pengajuan perizinan tahun 2022 di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta yang menempati wilayah nya terdiri dari beberapa rute jalan di Karesidenan Surakarta meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta terdiri dari beberapa jenis perizinan seperti pendirian tempat usaha, pemasangan reklame, pemasangan pipa, tiang kabel udara, akses jalan masuk, maupun pembangunan rumah semi permanen. Total keseluruhan perizinan yang ada sejumlah 227 unit, reklame menjadi jenis perizinan terbanyak dengan total keseluruhan sebanyak 134 unit, sedangkan untuk wilayah yang paling banyak pengajuan perizinan terdapat pada Kabupaten Karanganyar dengan total 79 pengajuan perizinan.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut :
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pelayanan publik untuk bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Definisi Efektivitas
Efektivitas biasanya diukur dengan besarnya kesesuaian antara tujuan dengan output yang telah direncanakan melalui standar yang telah ditetapkan baik mencakup biaya, waktu maupun mutu dengan pemanfaatan sarana prasarana maupun sumber daya secara baik maka bisa dikatakan efektif, efektif lebih kepada mengutamakan capaian dari pada terlalu mementingkan pengorbanan yang telah dilakukan dalam mencapai sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil, guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Ndraha dalam (Siti Wardatun Hasanah, 2022) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan dan ketepatan dalam tindakan atau jaminan kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Asti dkk., 2020) menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan publik pada sistem pelayanan terpadu di kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut sudah cukup baik.
b. Indikator Efektivitas
Indikator ini memiliki berbagai macam pendapat dari para ahli, tetapi untuk fokus penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir dijelaskan sebagai berikut, adapun indikator efektifitas menurut James L. Gibson dkk (1996) dalam literatur (Zafirah dkk., 2022) dapat diukur :
1. Produktifitas, yaitu keberhasilan dalam melaksanakan jumlah dan mutu program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kualitas, yaitu kondisi berhubungan antara produk, manusia, lingkungan, jasa, dan proses yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efisiensi, rasio hasil pekerjaan dengan sumber daya yang digunakan seperti biaya, tenaga, dan waktu.
4. Fleksibilitas, kemampuan suatu organisasi dalam merespons perubahan yang terjadi.
5. Kepuasan, skala ukuran yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi organisasi.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zafirah dkk., 2022) menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan online pada bidang pelayanan publik di Kelurahan Ngagergerjo indikator efektivitas menurut gibson sudah berjalan baik.
c. Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Tujuan pelayanan publik yaitu memberikan rasa kepuasan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai keinginan masyarakat, agar dapat mencapai target tersebut keinginan dan kebutuhan masyarakat wajib menjadi target pemerintahan (Birokrasi, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abbas & Saddat, 2020) menyimpulkan bahwa pelayanan dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur belum berjalan secara optimal.
d. Administrasi Perizinan
Administrasi perizinan merupakan suatu bentuk jasa pelayanan publik yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk izin guna dipergunakan untuk pengendalian aktifitas kegiatan masyarakat tertentu (Priyono, 2016). Menurut (Maulana & Jamhir, 2019) Tujuan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum  pemerintah adalah untuk  mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan membatasi kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, perizinan lebih bersifat preventif dan disebut pencegahan  instrumental. Perizinan bisa berbentuk seperti pendaftaran, rekomendasi dan sertifikasi.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ediwijoyo, 2020) menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan perizinan pada Kabupaten Kebumen sudah dalam kategori kualitas layanan baik.
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Perda No 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah




Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
Wilayah Surakarta




Indikator Efektifitas Menurut Teori 
James L. Gibson dkk (1996)



Kepuasan
Produktifitas

Fleksibilitas
Kualitas

Efisiensi



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

3. METODE PENELITIAN
a. Objek Penelitian
Penelitian dilakukan langsung di kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta yang beralamat di Jalan Monginsidi No 74, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta. Dengan objek penelitian berfokus pada pelayanan administrasi perizinan.
b. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena objek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau peristiwa sosial . Seperti yang dikatakan (Anisah dkk., 2021) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berfungsi memberikan gambaran menyeruluh tentang ligkungan sosial, menyelidiki dan memperjelas suatu fenomena atau peristiwa sosial melalui deskripsi variabel berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, penelitian ini mengutamakan proses penelitian dan makna, melibatkan analisis dan interpretasi fakta, gejala dan peristiwa berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga menjadi bahan penelitian untuk ditindaklanjuti menurut Saryono dalam (Nasution, 2023). 
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pelayanan publik bidang administrasi perijinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta, dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi dan pihak pihak terkait.
c. Sumber Data
Data Primer
Merupakan sumber data langsung yang diberikan oleh informan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sumber data ini didapat melalui wawancara langsung dengan informan yang kompeten di bidangnya dengan catatan tertulis, perekaman suara, dan pengambilan gambar saat observasi secara langsung.
Data Sekunder
Sumber data ini tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data melainkan melalui arsip dokumen maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan buku literatur dan arsip data kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
d. Teknik Penentuan Informan
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sample tertentu sesuai dengan karakteristik yang memenuhi syarat dengan penelitian yang dijalankan (Nasution, 2023). Peneliti memilih informan yang dirasa mengetahui permasalahan yang didapatkan kemudian agar dikembangkan lagi menjadi informasi untuk memperoleh data, dalam hal ini adalah petugas administrasi perijinan di kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarata yang melayani langsung pemohonan masyarakat berjumlah 3 orang dan masyarakat sebanyak 6 orang.
e. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan kepada informan baik secara langsung maupun tidak langsung (Alaslan, 2021), dalam penelitian ini peneliti menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan garis besar masalah agar tetap dalam pokok pembahasan. Pada saat proses wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat bantu perekam suara dan catatan untuk mempermudah pengumpulan data yang telah disampaikan.
2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pada objek yang diteliti sambil melakukan pengamatan, dengan observasi ini informasi yang didapat akan lebih lengkap dan jelas (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini ini peneliti telah mengikuti langsung kegiatan dan berperan serta dalam lingkup administrasi perizinan saat melakukan praktek magang di kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari metode observasi dan wawancara, teknik ini mencakup tentang catatan peristiwa yang terjadi sebeluimnya bisa dalam bentuk tulisan (Alaslan, 2021). Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan kegiatan saat magang kemudian mencari data arsip kantor yang diperlukan.

f. Reduksi Data
Reduksi Data merupakan proses berpikir dengan cara memilih hal pokok yang dibutuhkan kemudian berfokus kepada hal penting saja (Alaslan, 2021). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun hal lain menghasilkan jumlah data yang sangat banyak dengan adanya reduksi data dapat mempermudah pencatatan sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diolah.
g. Teknik Penyajian Data
Setelah melakukan reduksi data kemudian peneliti menampilkan dan menyajikan data yang diharapkan dapat mempermudah dan memperjelas pemahaman orang lain, penyajian data dalam penelitian kali ini dengan uraian singkat penggunaan tabel, catatan lapangan maupun flowchart.


4. PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui bagaimana efektivitas penerapan pelayanan publik
yang ada di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta  dan apa saja kendala yang dihadapi
dalam penerapan pelayanan publik yang ada. 
A. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Perizinan Di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat efektivitas dalam penelitian kali ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :
a. Produktivitas
Yaitu keberhasilan dalam melaksanakan jumlah dan mutu program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui indikator produktivitas pada pelayanan publik bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta pada tahun 2023 sebagai berikut :
“Targetnya  dalam satu tahun pemasukan ke kas daerah sebesar 835 juta, harus tercapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, untuk target tersebut saat ini sudah dan pasti akan  tercapai.” (Informan 1)
“Kita memiliki target sebesar 835 juta dalam jangka waktu satu tahun. Selama ini target yang ada telah tercapai.” (Informan 2)
“Target BPJ Solo sebesar Rp 860.500.000, untuk sewa tanah dan bangunan itu sebesar Rp 835.500.000, dan untuk sewa aset alat berat sebesar Rp 25.000.000, target tersebut harus tercapai dalam kurun waktu 1 tahun. Selama saya bekerja di sini 2 tahun terakhir target tersebut selalu tercapai bahkan lebih dari 100 persen.” (Informan 3) 

Pada indikator produktivitas pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolan Jalan Wilayah Surakarta ini sudah tercapai karena telah mencapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.
b. Kualitas
Yaitu kondisi berhubungan antara produk, manusia, lingkungan, jasa, dan proses yang memenuhi atau melebihi harapan, berdasarkan hasil penelitian diketahui indikator kualitas pada pelayanan publik bidang administrasi perijinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sebagai berikut :
“Proses pelayanan kita lihat sudah baik. Karena proses perizinan akan diselesaikan dalam tempo secepat mungkin. Dan perizinan saat ini semakin tertib dan tertata baik, saat ini setiap satu pemohon akan mendapatkan dokumen perizinan lengkap seperti berita acara hasil survei sampai dengan rekomendasi perizinannya.” (Informan 1)
“Dalam sisi kami BPJ Solo, tentunya ingin memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat salah satunya dengan cara pemenuhan hak mereka.” (Informan 2)
“Setiap instansi yang pasti ingin selalu memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dan karena sudah menjadi salah satu tugas, pokok, dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat.” (Informan 3)
“Untuk kualitas pelayanan itu sangat bagus, karena dari pihak BPJ itu setiap dua kali dalam satu minggu ada kunjungan kesini, jadinya untuk perizinan itu sangat mudah, dikasih banyak solusi dari BPJ.” (Informan 4)
“Kualitas pelayanan yang ada sudah bagus, tertib dan efisien.” (Informan 5)
“Pelayanan sudah sangat baik dan responsif yang memudahkan pemohon ijin” (Informan 6)
“Untuk selama ini pelayanan sudah baik dan komunikatif.” (Informan 7)
“Dalam memberikan pelayanan cukup baik dengan respon yang cepat dan tepat.” (Informan 8)
“Pelayanan baik bisa dilihat dari syarat yang mudah dipenuhi dan tentunya tidak meyulitkan.” (Informan 9)

Kualitas pelayanan perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sudah baik dilihat dari penerapan SOP yang jelas dan pemenuhan hak milik masyarakat, kemudian dari pihak masyarakat juga mengatakan kuaitas pelayanan sudah baik karena dipermudah, diarahkan dan terus diberi solusi jika ada permasalahan.
c. Efisiensi
Yaitu rasio hasil pekerjaan dengan sumber daya yang digunakan seperti biaya, tenaga, dan waktu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pelayanan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sebagai berikut :
“BPJ Solo sudah memanfaatkan seluruh SDM dengan sangat baik. Dengan luas wilayah sepanjang 428 km yang tersebar di wilayah 5 kabupaten dan 1 kota madya, semua personil terkait akan dikoordinasikan dan dilibatkan dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat.” (Informan 1)
“Melakukan proses perizinan dengan cepat, tepat, dan benar. Menerapkan SOP yang berlaku, dimulai dari berkas yang masuk sampai nanti ke survei, hingga pemohon dapat mendapatkan hak-hak berkasnya. Berusaha memberikan pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan masyarakat” (Informan 2)
“Setiap SDM sudah memiliki tugas masing masing, dengan adanya SOP dan penerapannya terkait proses perizinan bisa menjadi dasar seberapa efisien pekerjaan yang ada di BPJ Solo.” (Informan 3)

Pelayanan sudah cukup efisien bisa dilihat dengan sudah memperlibatkan seluruh sumber daya yang ada pada wilayah milik Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta dengan baik, kemudian mencoba terus melakukan proses perizinan yang cepat, tepat, dan benar.



d. Fleksibilitas
Yaitu kemampuan suatu organisasi dalam merespons perubahan yang terjadi, dalam hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat fleksibilitas pelayanan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sebagai berikut :
“Di BPJ Solo pelayanan kepada masyarakat dirasa sudah fleksibel, asal tidak melanggar aturan yang ada, contohnya semisal ada satu masyarakat yang sudah jatuh tempo pembayaran sewa,  tetapi minta tenggang waktu mundur dalam melakukan pembayaran maka akan tetap kami berikan tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan kesanggupan mereka.” (Informan 1)
“Saya rasa sudah ya, untuk beberapa kasus seperti tenggang waktu pembayaran, jika memang pemohon membutuhkan waktu yang lebih lama, kami akan sounding jauh-jauh hari sebelum pembayaran itu jatuh tempo, selebihnya bersifat mengikat karena mengikuti prosedur peraturan daerah.” (Informan 2)
“Sudah, apa yang menjadi keinginan pemohon selalu kita coba beri jalan keluar yang pastinya tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan mencoba kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan sehingga terkesan tidak kaku tanpa merubah prosedur yang ada.” (Informan 3)

Pelayanan sudah cukup fleksibel karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kelonggaran pembayaran, meskipun tidak bisa secara keseluruhan karena sudah ada prosedur yang mengikat.
e. Kepuasan
Yaitu skala ukuran yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi organisasi, dalam hasil penelitian kali ini dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan pelayanan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sebagai berikut :
“Masyarakat kita rasa sudah merasa puas. Ini terbukti adanya peningkatan pengajuan ijin setiap tahunnya Mereka saat ini sudah mau melakukan pengajukan perizinan secara resmi, kita layani dengan baik terkait semua prosedur yang ada dengan menjelaskan atau bahkan jika dirasa perlu, kita fasilitasi untuk dilakukan sosialisasi.” (Informan 1)
“Dilihat dari faktor hubungan yang baik yang terjalin maupun respon cepat kita, kami rasa masyarakat sudah puas dengan pelayanan kami. Buktinya di tahun berikutnya pemohon dengan kesadaran diri melakukan perpanjangan izin sewa tanpa harus ditegur dahulu. Dan memang beberapa masyarakat mengungkapkan terima kasihnya berkat perizinan yang lengkap dan transparan. Mereka merasa lebih nyaman.” (Informan 2)
“Saya kira puas dari segi keberlanjutan izin, sewa di setiap tahun dalam masa retribusi itu selalu berlanjut, itu sudah menjadi gambaran masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.” (Informan 3)
“Ya Alhamdulillah sudah puas, pelayanan dari BPJ sangat bagus, sabar, memberi solusi jadi semuanya jelas dan tidak ada kesulitan mas, soalnya kita berjualan di sini itu terang-terangan, tidak ada istilah indikasi untuk jualan yang aneh-aneh juga.” (Informan 4)
“Pelayanan di kantor BPJ sangat sigap dan tertib yang membuat pelayanan sudah memuaskan.” (Informan 5)
“Sudah memuaskan dilihat dari adanya kemudahan yang diberikan.” (Informan 6)
“Selama ini saya sudah cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan.” (Informan 7)
“Mutu pelayanan yang ada sudah baik membuat saya merasa puas.” (Informan 7)
“Sudah puas dengan pelayanan yang ada dilihat dari petugas yang responsif serta mampu menjelaskan tentang perijinan yang akan diajukan.” (Informan 8)

Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada dilihat dari keberlanjutan izin setiap tahun, sama halnya yang disampaikan masyarakat mereka sudah merasa puas karena transparansi dan kemudahan dalam pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sebagai berikut :
1) Produktivitas
	Untuk segi Produktivitas target keuangan sebesar 835 Juta per tahun yang ditetapkan selalu tercapai bahkan melebihi target sehingga menggambarkan kinerja sudah produktif.
2) Kualitas 
	Pelayanan yang responsif juga penggunaan SOP secara jelas memberikan kemudahan bagi masyarakat, membuat kualitas pelayanan dinilai baik oleh masyarakat, menunjukkan kualitas pelayanan telah baik. 
3) Efisiensi 
	Pelayanan perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta sudah cukup efisien dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dengan baik diiringi dengan pelayanan yang tepat dan sesuai prosedur namun dalam pengajuan ijin masyarakat harus ke kantor menyebabkan kurangnya efisiensi waktu.
4) Fleksibilitas
	Pelayanan juga sudah cukup fleksibel, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat ditandai dengan adanya pemenuhan permintaan masyarakat terkait retribusi. 
5) Kepuasan
	Masyarakat sudah memberikan respon yang positif mereka merasa puas bisa dilihat dari adanya hubungan baik terjalin antara masyarakat dengan pengurus izin dan keberlanjutan izin tiap tahunnya.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pelayanan Publik Administrasi Perizinan Di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
1) Estimasi waktu proses pelayanan yang cukup lama dalam beberapa momen, misalnya estimasi pelayanan dari pihak BPJ selama 1 bulan namun pada prakteknya ada yang sampai 2 bulan.
2) Komunikasi yang kurang mengenai masa berlakunya ijin yang akan habis.
3) Saat melakukan tanda tangan persetujuan ijin harus datang langsung ke kantor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan publik bidang administrasi perizinan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta menurut indikator pengukuran efektivitas Gibson yang terdiri dari produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan dapat dikategorikan baik namun belum cukup efektif karena pada indikator efisiensi belum optimal dalam beberapa kondisi tertentu. Sedangkan kendala yang dihadapi seperti estimasi waktu proses pengajuan ijin yang lama, komunikasi yang kurang untuk pengingat jika masa sewa sudah akan habis, dan saat melakukan tanda tangan untuk ijin harus datang ke kantor secara langsung.
b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Tinjau ulang alur kerja, kemudian lakukan penyederhanaan prosedur untuk mempercepat pelayanan.
2. Membangun komunikasi dengan masyarakat jika dalam waktu dekat masa berlaku sewa sudah akan habis.
3. Mengoptimalkan pengajuan ijin secara online, diiringi dengan sosialisasi ke masyarakat agar kedepannya mudah dalam penerapannya.
4. Membuat fitur tanda tangan digital yang mudah diakses semua pihak agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor yang memerlukan banyak waktu.
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